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0. [bookmark: _Toc134376906]Penelitian Sebelumnya
	Penelitian sebelumnya atau disebut penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitiann yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang  substansinya sama atau mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
[bookmark: _Toc130135582]Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya
	No 
	Judul Penelitian 
	Persamaan Dalam Penelitian 
	Perbedaan Dalam Penelitian 

	1.
	Jurnal Penerapan absensi share location terhadap disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
	-metode : kualitatif
-Output : disiplin kerja –
Tema/ topic : penerapan absensi share location terhadap disiplin kerja 

	-tempat : kabupaten Jombang
-Output : penerapan absensi share location


	2.
	Jurnal Studi kesiapan pemerintah kabupaten maros dalam pengimplementasian sistem informasi kehadiran pegawai berbasis elektronik
	-metode : kualitatif
-output : disiplin kerja 
-tema / topik : implementasi absensi berbasis elektronik
 
	-tempat : kabupaten maros output: absensi fingerprint


	3.
	Jurnal sistem aplikasi absensi menggunakan teknologi barcode scanner berbasis android 
	-metode penelitian : kualitatif output : implementasi absensi QR Barcode nggunakan scan barcode 
-tema/ topik : pengimplementasian penggunaan absensi berbasis teknologi barcode scanner 

	-tempat :  Perguruan Tinggi AMIK Mahaputra Riau.
-output : absensi QRCode

	4.
	Jurnal Efektivitas absensi online dalam disiplin kerja dikantor imigrasi  kelas 1 khusus tpi surabaya saat pandemic covid – 19
	-metode penelitian : kualtatif 
-Output : disiplin kerja 
-Tema/ topik : absensi online 
	-tempat :  kantor imigrasi Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya  
Output : absensi online 

	5.
	Implementasi QRCode Untuk Absensi Perkuliahan Mahasiswa
Berbasis Paperless Office
	-metode penelitian : kualitatif 
-Output : QRCode 
-tema / topik : absensi digital dalam meningkatkan disiplin 

	-tempat : STMIK Ichsan Gorontalo
-output : absensi  menggunakan  QRCode






	

[bookmark: _Toc134376907]2.2 Tinjauan Pustaka 
	Implementasi berasal dari bahasa  inggris “implementation” yang berupa  penerapan atau pelaksanaan . Pengertian implementasi dikemukakan oleh Metter dan Horn dalam buku Winarno (2014:149) bahwa:
	“ Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.”

	Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otortitas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata, implementasi mencangkup berbagai faktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program tersebut berjalan.
	Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya interverensi diberbagai kepentingan.
Menurut Ripley dan Frankin (dalam Budi Winarno 2014:148) berpendapat bahwa “ implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yag memberikan otoritas program, kebijakan, keuntugan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).”

Grindle (dalam Dedi Mulyadi, 2016:47) menjelaskan bahwa “ implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.”

	Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan
Negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood
dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana
tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-
hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
1. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai.
1. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
1. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu
hubungan kausalitas yang handal. 
1. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnnya.
1. Hubungan saling ketergantungan kecil.
1. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
1. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
1. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
1. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

	Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas,
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).





	Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter
dan Horn (Budi Winarno,2002) Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:
1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. 
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu
program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur
karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan
bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
1. Sumber-sumber Kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau
perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar
implementasi yang efektif.
1. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan
komunikasi antar para pelaksana.
1. Karakteristik badan-badan pelaksana
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur
birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi
keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
1. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-
badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
1. Kecenderungan para pelaksana
Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana
kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.
















	Menurut Bambang Sunggono (1994), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:
1. Isi kebijakan
	Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, yaitu tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kemudian kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.
1. Informasi
	Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
1. Dukungan
	Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
1. Pembagian Potensi
	Berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. 

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan
mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain,
tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau
perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidak akan efektif.
Singodimejo (2002), mengatakan disipin adalah “sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin keryawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan.”
	Disiplin dalam arti sempit yaitu, “disiplin berarti tindakan yang diambil dengan penyelesaian untuk mengoreksi perilaku dan sikap yang salah pada sementara karyawan.” (Siagian, 2002). Bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana yaitu :
1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
1. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan.
1. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
1. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan karyawan.
1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan.

Terry (dalam Tohardi, 2002), “disiplin merupakan alat penggerak karyawan. Agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan agar disiplin yang baik”. 

	Terry kurang setuju jika disiplin karyawan dihubungkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, karena sebenarnya hukuman merupakan alat paling akhir untuk menegakan disiplin.






[bookmark: _Toc134376908]2.3 Kerangka Pemikiran 
[bookmark: _Toc134376909]2.3.1 Implementasi Kebijakan 
Van Metter dan Van Horn ( dalam Leo Agustino, 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijkaan tersebut.
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Jika suatu implementasi kebijakan tidak dapat dan tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Implementasi kebijakan dalam proses kebijakan publik, yang berhasil akan menjadi faktor petinggi dari keseluruhan proses kebijakan. 
Van Metter dan Van Horn (2016) menyatakan terdapat empat  variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yakni:
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada ditingkat pelaksanaan kebijakan.
1. Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. 
1. Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan 
1. Sikap atau kecenderungan pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja karena kebijakan publik.

Van Metter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dnegan implementasi dalam model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja.





[bookmark: _Toc134376910]2.3.2 Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara (MPRAS)
Dalam rangka untuk menegakan disiplin kerja  Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, Pemerintah kabupaten Cirebon mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 780/457/BKPSDM Tentang Penggunaan sistem aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara (MPRAS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 
MPRAS merupakan aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara milik pemerintah kabupaten Cirebon yang wajib digunakan oleh ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Cirebon untuk melakukan pencatatan kehadiran. Aplikasi ini terintegrasi dengan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dan E-Kinerja. Seluruh Aparatur Sipil Negara dapat mengunduh aplikasi ini melalui Google Play Store. Setelah terinstall, dapat digunakan untuk melakukan perekaman data kehadiran.
[bookmark: _Toc134376911]2.3.3 Disiplin Kerja 
Bagi Beach ( dalam Siagian, 2002), disiplin mempunyai dua pengertian. Arti pertama yaitu melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman. Arti kedua lebih sempit yaitu disiplin ini hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap pelaku kesalahan.”

	Dari beberapa pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan, yang ada dalam diri karyawan yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan.

Disiplin  kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi karyawan akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga kaan menambah semangat kerja dalam melaksankan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi.
Ketidakdisiplinan dan kedisiplinan dapat menjadi panutan orang lain. Jika lingkungan kerja semuanya disiplin, maka seorang pegawai akan ikut disiplin, tetapi jika lingkungan kerja organisasi tidak disiplin, maka seorang pegawai juga akan ikut tidak disiplin.
Singodimejo (2002), mengatakan “Disipin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin keryawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan.”

Singodimedjo (2000) “Organisasi atau perusahan yang baik harus berupaya menciptakan peraturan atau tata tertib yang akan menjadi rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan dalam organisasi.” 











Peraturan-peraturan yang akan berkaitan dengan disiplin kerja antara lain:
1. jam masuk, pulang, dan jam istirahat.
Peraturan jam masuk, pulang dan istirahat merupakan peraturan yang dibuat untuk membantu mendisiplinkan pegawai mengenai kapan waktunya memulai dan mengakhiri sebuah pekerjaan dan juga untuk mengatur waktu  berisrirahat setelah melakukan pekerjaan.
1. Peraturan Peraturan dasar tentang berpakaian, betingkah laku dalam pekerjaan.
Karyawan yang disiplin harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Peraturan maupun tata tertib harus dibuat agara tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. Salah satunya adalah dengan mentaati peraturan berpakaian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
1. Peraturan cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain.
Seorang karyawan harus memiliki tanggung jawab dalam bertugas. Salah satu wujud sebagai tanggung jawab karyawan yakni adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan yang dapat dihandalkan. Misalnya, mengikuti kegiatan rapat dengan baik  dan ikut berpartisipasi dengan anggota lainnya.
1. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai selama dalam organisasi dan sebagainya.
Selain harus memiliki rasa tanggung jawab seorang keryawan juga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku hal ini dapat ditunjukan dengan cara melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta memahami cara berhubungan dengan unit kerja lain.

	Untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan absensi MPRAS, sebagaimana digambarkan pada kerangka pemikiran berikut:










	Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Sistem 	Aplikasi Mobile Presensi Elektronik bagi Aparatur  Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Cirebon.

Implementasi  Kebijakan Absensi Scan Barcode Pada Aplikasi Mobile Presensi Aparatur Sipil Negara  (MPRAS) Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
FEEDBACK
-Teori Van Metter dan Van Horn (2016) indikator implementasi kebijakan publik:
1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap atau kecenderungan agen pelaksana.
-Teori Disiplin Kerja Singodimedjo (2000) indikator disiplin kerja:
1. Jam masuk, istirahat, dan pulang.
2. Peraturan dasar cara berpakaian dan bertingkah laku 
3. Cara melakukan pekerjaan dan berhubungan 
dengan unit kerja lain.
4. Peraturan tentang apa yang bole dilakukan dan
tidak boleh dilakukan dilingkungan kerja.



	INPUTImplementasi kebijakan melalui aplikasi (MPRAS) berjalan Optimal dalam mendisiplinkan guru dan tenaga kependidikan

OUTCOME
Meningkatnya disiplin kerja guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

Implementasi kebijakan melalui aplikasi MPRAS berjalan belum Optimal dalam mendisiplinkan guru dan tenaga kependidikan. Faktor penghambat implementasi kebijakan :
1. Sumberdaya manusia yang masih kurang.
2. Ukuran dan tujuan kebijakan.




UPAYA
1. Menggunakan Jaringan Provider Yang Berkualitas
2. Menggunakan Wifi
3. Menggunakan Smartphone Yang Mumpuni
4. Sosialisasi Penggunakan Aplikasi MPRAS


Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
